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BAB V 
PENUTUP 

1.1 Kesimpulan 

Pengesahan nikah tidak tercatat pasangan dibawah umur merupakan 

suatu bentuk bahwa hukum belum berfungsi secara optimal dimasyarakat, 

yang mana kurangnya pemahaman masyarakat terhadap hukum yang 

menimbulkan masyarakat melakukan pelanggaran-pelanggaran terhadap 

peraturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Dalam hal pengesahan 

nikah yang tidak tercatat hukum negara telah mengatur bahwa untuk 

mendapatkan legalitas atas pernikahan itu ialah dengan melakukan itsbat 

nikah kepengadilan agama untuk memberikan kepastian hukum mengenai 

status perkawinan dan mendapatkan perlindungan terhadap status anak yang 

lahir dari perkawinan tersebut. Namun dalam hukum Islam terdapat konsep 

tajdid nikah yaitu memperbaharui untuk kehati-hatian dan menghilangkan 

keraguan, tetapi tajdid nikah tidak dapat mengembalikan hak-hak pernikahan 

siri yang dilakukan sebelumnya.   

5.1.1 Yang melatarbelakangi terjadinya pengulangan akad nikah di KUA 

Kecamatan Lembah Gumanti untuk mengesahkan pernikahan yang tidak 

tercatat pada pasangan dibawah umur ialah karena Pengelabuan 

Terhadap Petugas KUA, Dispensasi Nikah yang ditolak Sebelumnya, dan 

Untuk Mendapatkan Buku Nikah.  

5.1.2 Mekanisme pengulangan akad nikah di KUA Kecamatan Lembah Gumanti 

KUA tidak memberikan aturan khusus, mekanismenya sama seperti 

pernikahan pertama yang dilakukan di KUA. Pasangan yang 

melaksanakan pengulangan akad nikah tetap menjalani proses 

sebagaimana pasangan yang baru dalam melaksanakan akad nikah. 

Diantaranya yaitu: melengkapi kembali berkas-berkas persyaratan 

administrasi di KUA, mengikuti bimbingan pernikahan, akad nikah dan 

yang terakhir pencatatan dan penerbitan buku nikah.  
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1.2 Saran  

5.2.1 Diharapakan untuk pihak KUA Kecamatan Lembah Gumanti untuk 

menggunakan upaya pencatatan pernikahan secara resmi, agar 

memberikan perlindungan hukum yang maksimal. KUA perlu meneliti 

mengenai keabsahan pernikahan siri yang terjadi sebelumnya, apakah 

telah sah atau belum. Apabila pernikahan tersebut telah sah menurut 

syariat agama Islam maka anak yang dikandung atau yang dilahirkan 

selama pernikahan siri secara fiqh memiliki hubungan nasab dengan 

ayahnya, sehingga untuk mendapatkam legalitas hukum apabila 

melakukan tajdidun nikah tidak perlu memberikan mahar lagi, dan untuk 

mendapatlan legalitas anak dari kedua orang tuanya maka dapat 

diajukan penetapan asal usul anak ke pengadilan agama. Sedangkan 

apabila pernikahan siri yang dilakukan sebelumnya tidak sah maka anak 

yang dikandung atau yang dilahirkan selama pernikahan siri tidak 

memiliki hubungan nasab  dengan ayahnya hanya dengan ibu dan 

keluarga ibunya, dan untuk mendapatkan legalitas hukum apabila 

dengan tajdid nikah maka harus memberikan mahar kembali.  

5.2.2 Diharapkan untuk masyarakat agar mematuhi peraturan yang berlaku 

(undang-undang) sehingga pernikahan di bawah umur tidak terjadi lagi, 

dan jujur terhadap pihak KUA, agar tidak terjadi keraguan hukum dalam 

pencatatan perkawinan.   

5.2.3 Diharapkan kepada peneliti untuk meneliti lebih dalam mengenai 

konsistensi antara aturan hukum yang ada yaitu undang-undang 

perkawinan, Kompilasi Hukum Islam, dan Peraturan yang terkait di KUA 

mengenai pengulangan pernikahan. Dan melakukan studi-studi 

komparatif untuk membandingkan prosedur pencatatan pernikahan di 

Indonesia dengan negara lain yang memiliki mayoritas penduduk 

Muslim seperti dengan negara Malaysia, terutama pada pasangan yang 

telah menikah di bawah umur. 
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